melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik di lingkungan kerja maka harus
diberlakukan tindakan yang lebih tegas.

2. Saran untuk calon pekerja yang ingin mendaftarkan diri harus lebih mengerti,
mengenali, serta mengikuti apa saja prosedur, peraturan-peraturan yang ada di

perusahaan tersebut.
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